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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang 

dikaji, maka dapat diambil kesimpulan: 

1. Pelaksanaan ganti kerugian tanah kas desa pada pengadaan tanah Jalan Tol 

Yogyakarta-Solo di Desa Ngawen Kecamatan Ngawen dan Desa Demakijo 

Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten setelah dilakukan analisis 

dengen beberapa informasi yang diperoleh dari narasumber dan responden, 

bahwa pelaksanaan yang dilakukan telah sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk 

kepentingan umum. Desa ngawen dan demakijo mengikuti seluruh proses 

yang diminta oleh pihak Badan Pertanahan Nasional. Desa meminta izin 

kepada bupati dan kepada gubernur,setelah mendapatkan izin desa 

melakukan pelepasan kepada notaris,sesudah itu desa mendapatkan ganti 

kerugian akbiat dari proyek jalan tol Yogyakarta-Solo,kemudian setelah 

mendapat ganti kerugian desa mencari tanah pengganti yang terkena proyek 

jalan tol Yogyakarta-Solo. 

2. Faktor yang menjadi kendala dalam keterlambatan ganti kerugian kas desa 

yaitu karena waktu proses pelepasannya yang lama, dimana harus melewati 

proses Setelah mendapat izin dari bupati dan gubernur maka dilakukan 

permohonan pengukuran terhadap tanah desa yang terkena dampak dari 
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jalan tol,kemudian diterbitkannya peta bidang hasil pengukuran,setelah itu 

diajukannya harga appresial kepada pemerintah,setelah itu dilaksanakannya 

pelepasan akta dan di berikan ganti kerugian,kemudian melakukan  

permohonan sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional. 

 

B. Saran 

Adapun saran yang disampaikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian dan 

kesimpulan yang sudah di simpulkan oleh peneliti yaitu: 

1.  Dalam upaya penyelesaian pelaksanaan pemberian ganti kerugian 

tanah kas desa diKlaten yang terdampak jalan tol Yogyakarta-Solo, 

pemerintah harus melakukan peninjauan dilapangan agar dapat 

selesai dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk 

kepentingan umum 

2. Saran untuk waktu yang menjadi kendala dalam pengembalian ganti 

kerugian ini pemerintah harus lebih konsisten dengan keputusan awal 

terhadap waktu pelaksanaan ganti kerugian dan waktu pembayaran 

ganti kerugian dalam proyek jalan tol Yogyakarta-Solo ini. 
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